Menim barng

BUPATI BOMBANA
PROVINS] SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3§ TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAAN
ANGGARAN ALOKASI DANA DESA X KABUPATEN BOMBANA

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E3A
BUPATI BOMBANA,

a bahws Peraturan Bupati Bombana Nomor 3 Tahun 2024

tentang Pedoman Pengmlokasian dan Pelaksanasn Anggaran
Alokasi Dana Desa di Kabupaien Bombara Tahun Anggaran

2024, daiam pelaksanaannys belum mengikuti perkembangan
hukum  schingga perlu dilakukan  perubshan  dan
penyesuaiarn;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang

Perubahian Atas Peraturan Bupati Bembana Nomor 3 Trhun

2024 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan

Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun

Anggaran 2024,

Mengingat : L Pasal 18 ayat {§§ Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2  Undang-Undang Nomor 29 Tiahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten

Kolaka Utara <8 Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Womor 144, Tembehan

Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 4339); ?{




R

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daeralh (Lembaran Negara Republik Indonesra Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembarian Negara Republik Indonesia

Nomor 5587] sebagaimana telah diubah bekerapa lali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapen  Peraturan  Pemerintah  Penggant
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
merjadi  Undang-Undang (Lembaran MNegara Republik
Indoncsia Tahun 2022 Nomor 4], Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomeor 6856)

MEMUTUSKAN:

Menectapken : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPAT! BOMBANA NOMOR 3

TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN
PELAKSANAAN  ANGGARAN ALOKAS] DANA DESA i
KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024,

Pasal }

Beberaps ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Neomor 3 Tahun 2024

tentang Pedoman Pengalokasian den Pelaksanaan Anggaran Alokasi Duana Desa &

Kabupaten Bombana Tahun Anggeran 2024 [Berila Daerah Kabupaten Bombana
Tabun 2024 Nomor J§ diubah sebagai berilout:

. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbumyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penggunaan Dana Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 adalah sebhagai berikut :

aP g

penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat;

tunjangan Jabatan/Kedudukan Kepala Desa dan BPD

tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;

biaya Opecrasional Pemerintah Desa, BPD, LPM, PKK Dasawisma,
Kepemudaan, Lembaga Adal, Majelis Te'lim, PZIP2A ¢ Desa dan
Posyandu;

biaya Pendataan dan Penginputan Data Profil Desa, Aset Desa dan
Evaluasi Perkembangan Desa;

dana Pengadaan Sarana dan Prasaransa Aparalur Desa;
biaya pembebasan lohan uniuk Sarana Pemerintahan Desa dan Sarana

Olahrapga Desa; 7’
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h. kegiatan perbaikan mutu Kesehatan dan Pendidican;

i beasiswa bagi masyarakatl kurang mampit

j.  subsidi Asuransi Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Dess,

k. pembangunan/ peningkatan/rehabilitasi Infrastrukiur Desa yang bersifat
Padat Karya Tunai dengan Ketenfuan HOK minimal 0% (lima pulch
Persen) dari total anggaran kegratan;

L biaya Publikasi pelaksanaan kegiatan, pengelolaan Asel dan Keuangan
Desa; dan

m. dana Kegistan lain yang dianggap penting dan prioritas yang sesual

dengan peraturan perundang-undangan.

2, Diantara bagian keenam dan bagian ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian yakni
Bagian KeenamA sehingga berbunyi sebagal berikut:

Bagian Keenarnd
luran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

3. Diamara Pasal 14 dan pasal 15 disisipkan | jsaiu) Pasal, yakni Pasal 14A
sehingpa berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A

{1) Kcpala Desa dan Perangkat Desa memperoleh Iuran Jaminan Keschatan.

(2) Mwran Jaminen Kesehaton sebagaimane dimaksud pada ayal (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3] [Iuran Jaminan Kesehatan sebapaitmana dimaksud pada ayat {1) dan ayat
(2) sebesar H% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap per orang per
bulan,

(4] iuran Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dibayar
dengan ketentuan 1% (satu persen) oleh peserta dan 4% (empat persen}
oleh pemberi kerjn melalui APBD Kabupaten Bombana.

(3] Batas paling tinggi pai atau upah per bulan yang digunakan sebapai
dasar perhitungan besaran iuran bagl peserta pekerja penerima upah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4} yaitu sebesar Rpl2.000.000,00 (dua
belas juta rupiah).

{&] Batas paling rendah gaji atau upah per bulan yvang digunakan sebagai
dasar perhilungan besaran juran bagi pesorta Pekerja Penerima Upah
[PPU) sebagaimana dimaksud pada ayat {4) yaitu sebesar Upah Minimum
Provinsi Tahun 2024

(71 Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat & mengacu

pade Keputusan yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggeara. 7/
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4. Ketentuan Pasal 19 disisipkan 3 {liga] ayal yvakni ayat {2a), ayat (2b), dan ayat

{2¢) sehingga berbunyi sebagai berikul:

(1)

(2

{28

(2b)

(27

i3}

{4

(S}

Pasal 19
Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
11 hurufa, huruf b dan huruf ¢, dilakukan setiap bulan dzn diterimakan
pada minggu pertama bulan  berjalan kerekening masing-masing
penerima.
Penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} dilakukan melalui pemotorigan Dana Alokasi Dana Desa di Gesa dan
penyaluran dane hasil pemotongan Dana Alokast Dana Desa ke Rekening
masing-masing penerima penghasiian tetap dan tunjgngan,
Sebelum melakukan penyaluran Dana Alokasi Dana Desa sehagaimana
di maksud pada ayatl (2) terlebih dahuln dilakukan pemotongan sebesar
1% (satu persen} dari besaran masing-masing penghasilan tetap yang
diterima per bulannya.
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada avat (2a) dilakukan oleh Badan
Keuangan Dacrah yang selanjutnya haeil pemotongan tersebul dizctorkan
ke rekening badan penyelenggara jaminan sosial keschatan.
Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayst {2a) dan avat ({2b)
dilakukan pe triwulan yang dilaksanakan pada minggu pertama bulan
terakhir triwulan berjalan.
Penyaluran dana hasil pernotongan Dana Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayal (J) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa
MmAasing-masing.
Fenyaluran Dana Alokasi Dana Desa schagaimana dimaksud dalam Pasal
11 huruf d sampai dengan hwruf i dan hunul k sampai dengan huruf |
dilakukan secara bertabap, dengan ketentuan sebagai berikiu:
8. Trwulan ]| paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu
ketiga bulan Maret sebesar 25% (dua puluh lime persen);
b Triwulan I paling cepat bulan April dan paling lambat minggu
keeropat buian Juni sebesar 25% (dua pulzh lima persen);
¢ Triwulan I paling cepar bulan Juli dan paling lambat minggu
keempat bulan September sebesar 25% {dua puluh lima persen); dan
d. Triwulan N paling cepal bulan Oktober dan paling lambat minggu
ketiga bulan Desember scbesar 25% (dua puluh lima persen).
Penyaluran Dana Alokasi Dena Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan aya (3) dilakukan paling lambat 2) (dua
puluh satu] hari kerja setelah diterima dana perimbangan darl RKUN e

RKUD. ‘?’
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5.

(@ Dalam hal terdapat perubahan =alokasi pada tahun Dberfalan, maka
penyaluran Dana Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan perubahan
alokasi.

(7} Dalam hal terdapat kekurangan dan/atau keletwhan penyaluran Dana
Alokasi Dana Desa. maka Kekurangan danjatau kelebihan penyaluran
lersebut dapal diperhilungkan dalam penyaluran Dana Alokasi Dana
Desa tahun berilcutnya.

S Ketentuan Lampiran | divbah sebagaimana 1ercantium dalam lampiran [ yang
merupakan bagian tidak termisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Lampiran [l divbah sebagaimana tercantum dalam lampiran (I yang
merupakan bagian lidak terpisahkan dari Peraturan Bupan inl

7. Ketentuan Lampiran llI diubah sebagaimapa tercantum dalam lampiran Il

vang merupakan hagian tidak lerpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal [I
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar  actiap  orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraluran Bupati ini dengan penempatannye dalam Berita Daerah Kabupaten
Bombana.

Ditetapkan di Rumhig
pada tanggal. 10 ¢efamberr 2024
Fi. BUPATIB G

EDY SUHARMANTC

Disndangkan & Rumbia
pada tanggal, \0 Pz lenabl 20124
SEXRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA.

MAN ARFA '\
BERITA DAERAH KABUPATEN BOM BANA TAHUN 2024 NOMOR MW
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LAMPIRAN |
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BOMBANA NOMOR 32 TAHUN 20249
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ALOKASLI DANA DESA D1 KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024,

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Tunjangan Perangkat Desa dan BPD;

Tambahan Penghasilan Pemerintah Desa dan BPD;

luran Jaminan Kesechatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Insentif Pelayan Masyarakat Desa;

Opcrasional Kelembagaan Desa;

kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
Operasional pemerintahk Desa, melipuli;

(1} Belanja Barang dan Jasa,

[2) Perjalanan Dines, den

{(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor,
Operasional BPD, meliputi;

(1) Belanja Barang dan Jasa;

{2} Perjalanan Dinas; dan

(3) Belanja modal perlengkapan dan peralatan kantor.
Penycienggaraan pemilihan Kepala Desa;

Penetapan dan Pencgasan Batas Desa meliputi:

(1] Survey batas desa,

{2) Pembangunan Gapura, dan

{3] Pembuatan Peta Desa, dll

Pendataan Profll Dega;

Pendataan Aset Desa;

Penyelenggaraan musyawasah Desa :

(1} Laporan Pertanggumgiawaban (LPJ) Kepala Desa,

(2) Penyelenggaraan Musyawarah Pembangunan Desa,
(3) Penyelenggaraan Musyawarah Kerjasama Desa. ,}/

R R R T .
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Pengelolaan informast Desa :

{1} Pembuatan dan pebgelitaan Website Desa,

{2} Lain-lain kegatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyelenggaraan Perencenaan Desa :

{!] Review/Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RP IMDesn);

{2) Penyusunan Rencana Kerje Pembangunan Desa (RKPDesa).

Penyclenggaraan Evaluasi Tingkat Perkembangan Desa :

{1} Rapat rutin;

(2) Menitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan.

Pembangunan sarmna dan prasarana kantor Desa ;

{i) Pembangunan tembok penahan tanazh kantor Desa;

{2) Pemeliharaan bangunan kantor Desa;

{3] Pembangunan WC kantor Desa;

(4) Pembangunan gedung kantor Desa;

(5) Sarena internet kantor Dese;

[6) Pembangunan balai Desa;

{7] Listrik kantor Dcsa;

(8) Rechab kantor Desa; dan

(9) Lain-lain kegiatan vang dipandang perla dan mendesak sertz sesual

dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

2. Bidang pelaksansan pembangunan Desa:

a,
1}

i
d.

o @ ™on

e

Kegiastan perbaikan mulu Keschatan dan Pendidikan;

Beasiswa bapgi masyarakat kurang mampu,

Jalan rabat beton;

Pembuatan dan peningkstan jalan pemukiman;

Pembangunan Deucker;

Pembangunan Cedung Polindes/ Poskesdes;

Pembuangunan Gedung Posyandu;

Pembuatan sumur Bor/Galk,

Pembangunan dan pemeliharaan Air Bersih Berskala Desa;

Pengadaan tangki air bersih;

Pengadaan pupuk organik;

Pelaksanasan Pembangunan infrastruktir Desa bersifat Padat Karya dengan
Ketentuan HUK minimal 507 [lima pulub persen) dari total angparan: dan
Lain-lain kegiatan yang dipandang perli dan mendesak serta sesuaj
dengan peraturan perundang-undangan yang berlalk, ?/
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3, Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa:

a

e o an g

=3
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Penyelenggaran Pos Keamanan Desa

Perlindungan sosial bagi pekerja rentan/miskin;

Pembinagn keagamaan,

Pembinaan pemuda dan olah raga;

Pembinaan Budaya dan Adat istiadat;

Pembinaan keamanan, ketertiban dan ketentraman wilayah dan
masyarakal Desg;

Melestarikan dan mengembeangkan golong royong masyarakat desa;
Penyediaan operasional kelembagaan Desa;

Penyediaan operasional PKK;

Penyediaan operasional Majelis Taklim;

Penyediaan operasional Dasawisma;

Penyediaan operasional LPM,

Penyediaan Honorarium pelayan masyarakat scperti lmam Mesjid/Imam
Desa, Perawat Desa, Guru Mengaji, Guru Minggn, Guru Honorer Taman
Kanak-kanak, Kader Posyandu, Kader Bina Keluarge Balita (BKB) dan
pelayan masyarakat lainnya; dan

Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak seria sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Pemberdayaan Magyarakst Desa:

a
b

o P

penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;

Pelatihan/Bimtek pengembangan kapasilas Aparatur Desa, diantaranya:

1} Pelatihan tata cara penginputan data Profil Desa Online melalui
hitp:/ /prodeskel. binapemdes. kemendagri.go.id

2] Pelatihan tata cara penginputan data Aset Desa Online melalui
hitps: //sipades- binapemdes. kemendagi.ge.id

3 Pclatihan tata cara penginputan data Tingkat Perkembangan Desa
Online melalui hitp: / /epdieskel kemendags.go.id

4] Pelatihan tata cara penginpulan Sistim Keuangan Desa (SisKeuDes)
Online;

3 Lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dan mendesak serta sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yeng berlaku.

Siudi perbandingan/Pelatihan/ Bimtek Pengurus BUMDess;

Penun jung kegiatan 10 program PKK, UPZK-PKK;

Studi perbandingan/Studi tins Pemerintah Desa; dan

Lain-lain kegiatan yang dipandang periu dan mendesak serta sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ?(




0.

0. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa

a, Kegiatan Penanpgulanan Bencana;
b. Penanganan Keadaan Darurat; dan
c. Penanganan Keadaan Mendesak.

Pi BIPATI Eﬂwm.

{ —b‘r 1-

EDY SUHARMANTO
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LAMPIRAN 1I

FERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 3§  TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BOMBANA NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN
DAN PELAKSANAAN ANGGARAN
ALOKASI DANA DESA Dt KABUPATEN
BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024,

CONTOH FORMAT

Conroh FFornial Surat Kuswn Pemindah Bukums Penghasilan
ToiapfTunpngan fPenghasitan [ainnys ke pala Dess, Perangkan Deso dan BPD

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN

NOMOR: ;] Aix

Nmng TN P g SRR T T8 (o

Ja batun Kepala Desa ..o

Bervindak An Pemerintab 1A% .-

Memberi kunsit  ketprada  Kepala  Urigen Kewangan A1), cccecessnessse.,., uniuk
memincdahblukukan dans dari Rekening Kas [esa o,

Nama Hrkening  ..ovensiisisin

Momar MK XX, XX NXMXNKN - X

Rekening

untuk pemlayaran Siltap/ Tuni angan/Penghasilan imonyn Kepaia Desa, Perangkal esn
& BPD Unmk Bulun .. TA202x Ke rekening mnsing masing peoerimg,
tlergiaee vine n sebagni Derikut:

|}_."‘_ o LT I:L'::‘ min | T ]"w I e[| A ] ke |
el = bW -4 4 - — ¥ z a 2 | By =l I3 ] 4r
I KepalaDeia — '
[ =) [SchretonaDess | [ | _
EN A NN S £ — \ [  —
el L ST R I |
Ml | Koachia || 3= .
LS i | Aelus BT _ ! i 1

T Tkl Hetin BP) l ES— E—
_i( T T T Belviune BID | [ I
L8] | [ | Ketun Thinng [ N (e
= S IMLAH — | o [ X | [V a1
e Jlls
WPt b Pl
L - C T R ——

Bh—un- m d————

% w:]w BOMBANA,

N

EDY SUHARMANTO



LAMPIRAN I ]
FPERATURAN BUFATI BOMBANA

NOMGR TAHUN 2023

TENTANG

PERLIEAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOMEBARA NOMOR 3 TAHUN 2034
TENTANG PEDOMAN PENGALOKASIAN DAN PELAKSANAATY ANGGARAN
ALOK AS] DARA DESA DI KABUPATEN BOMBANA TAHUN ANGGARAN 2024
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